
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 42 TAHUN 201B

IENTANG

}_IASIL ANALISIS JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

Mengingat : 1.

BI S MI LLAH I i?RAH MANI RRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

: a. bahwa analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik
untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta
jabatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2Ol7
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan
penyusunan uraian jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Hasil Analisis Jabatan pada
Dinas Tenaga Kerja dan lransmigrasi Kabupaten Aceh
Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkr-rngan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
roe2);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 772, Tambahan 

-Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2006 Nt)ITIor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonr:siar Nomor a633);
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4.

S.Undang-Undang )f,



Menetapkan

.2-

5. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9fl;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2}rc tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 l\iomor l14, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

8. Peraturan Perncrintah Nomor 11 Tahun 2OLT tentang
Manajemen Pegarvai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Itrlcnteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor a83);

l0.Peraturan Menteri Penday'agunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4l Tahun 2OlB tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 1273);

i 1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55).

12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2A17
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol7 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEI-I BESAR.

BAB I



-3-

2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai d.engan Peraturan Perundang-Undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun i945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan ]'ang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan l)ewan Perwakiian Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelen ggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipiiih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan br:rdirsarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
Dinas Tenaga kcrja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Jabatan
Pelaksana Pegarvai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan t.ugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu secara mandiri.
Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi
jabatan guna pen5rusunan kebijakan program
pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan
dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tata
laksana,
Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

9. Jabatan struktural adalah
menunjukan tugas tanggung
seorang PNS dalam rangka
organisasi negara.

suatu kedudukan yang
jawab, wewenang dan hak
memimpin suatu satuan

a.).
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5.

6.

7.

B.

1o.Jabatan.... +t
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l0.Jabatan pelaksirna yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, we\,{,,enang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh
Besar yang terdiri dari: ,

a. uraian jabatan struktural; dan
b. uraian jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabata.n kepala dinas, sekretaris,
kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi.

(2) Uraian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan pelaksana yang
berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.

(3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan uraian .jabatan yang mencakup:

identitas jabatan;
ringkasan tugas jabatan;
rincian tugas jabatan;
wewenang;
tanggung jawab;
hasil kerja;
bahan kerja;
perangkat kerja
hubungan jabatan;
keadaan tempat kerja;
upaya fisik;
kemungkinan resiko bahaya; dan
syarat jabat-an.

Pasal 4

(1) Uraian jabatan struktural dan jabatan pelaksana
sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 lebih lanjut
tercantum dalarrr lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III...
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BAB IIi
KEC}TJNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5
(1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam

pen)rusunan kebi-jakan program pembinaanfpenataan
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
aparatur.

(2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan ke bijakan program dan kegiatan serta
pedoman peiaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan
sesuai lingkr-rp tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 59 Tahun 2010 tentang Hasil
Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum
Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 20i0 Nomor 59) dan Keputusan Bupati Aceh
Besar Nomor 397 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Analisis
Jabatan Pada Dinas'Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan PeratLrran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 September 2018 M

22 Dzulhijjah 7439 H

Diundangkan rli Kota Jantho
pada tanggal ;;_ ,$gpEmber 2018 M

2:; Dzuihijjah 1439 tl

w

BERITA DAER/TIi KABUPATEN
TAHUN 20 1B N'( iMOR 42

PATI ACBH BESA

MAWARDI ALI

SEKRETARIS DAERAH
IGBUPATEN AQEI] BESAR,
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